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A. Latar Belakang Masalah 
 
 Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada 
hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan 
kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang 
maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila (Penjelasan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 
 Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang giat 
melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilakukan secara bertahap, 
berkesinambungan, dan berjangka panjang. Hasil dari pembangunan di segala bidang 
ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat terpenuhi tujuan pembangunan 
nasional Indonesia yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, serta 
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat 
Indonesia(http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=55&Itemid=55). 
 Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, mempunyai berbagai 
macam kebutuhan hidup yaitu kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan 
tambahan (sekunder). Papan (rumah) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia 
selain kebutuhan pangan (makanan) dan kebutuhan sandang (pakaian). Manusia 
memandang kebutuhan akan rumah merupakan suatu hal yang sangat penting dan 
harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Tidak jarang timbul anggapan dari sebagian 
masyarakat bahwa meskipun hanya dalam bentuk yang sederhana, suatu kehidupan 




mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, 
tempat membina keluarga dan sebagai tempat untuk melindungi keluarga. Selain 
fungsi-fungsi tersebut, alasan orang membeli rumah adalah untuk investasi dan secara 
sosial rumah juga berfungsi sebagai simbol status sosial dalam masyarakat. 
 Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang baik dan layak huni, masyarakat 
membeli perumahan melalui pengembang (developer) perumahan. Berbagai 
penawaran dilakukan oleh pengembang untuk mempromosikan dan memasarkan 
produk-produknya. Pada umumnya, pemasaran perumahan dilakukan dengan 
menggunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana mengkomunikasikan produk-
produk yang dibuat dan/atau dipasarkan oleh pengembang kepada konsumennya. 
Kegiatan promosi dilakukan oleh pengembang untuk mengenalkan atau 
menyebarluaskan informasi dari produk yang telah dibuat pengembang. Iklan melalui 
brosur tersebut, juga untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang 
diperdagangkan, dalam hal ini adalah perumahan. 
 Alasan masyarakat membeli perumahan dari pengembang adalah masyarakat 
dapat memperoleh perumahan secara lebih cepat, lebih terjangkau, tidak repot, dapat 
memilih bangunan sesuai dengan keinginan, dan mendapatkan fasilitas umum 
maupun fasilitas sosial. Namun, kepercayaan masyarakat seringkali disalahgunakan 
oleh pengembang. Dalam melakukan penawaran perumahan tidak jarang informasi 
yang diberikan oleh pengembang terlalu berlebihan sehingga membuat konsumen 
sangat tertarik atau mungkin bahkan membingungkan bagi konsumen sendiri. 
 Begitu tendensiusnya pemasaran, tidak jarang informasi yang disampaikan 
tersebut menyesatkan (misleading information) atau tidak benar, padahal konsumen 
sudah terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan 
pengembang, atau bahkan sudah akad kredit dengan bank pemberi kredit pemilikan 
rumah (Yusuf Shofie, 2003: 82). Dan akibatnya, banyak konsumen yang merasa 




  Dampak yang paling nyata banyak terjadi akibat dari ketidaksesuaian 
penawaran pengembang dengan realita adalah terjadinya pelanggaran hak-hak 
konsumen, diantaranya hak-hak individual konsumen perumahan. Pelanggaran 
tersebut antara lain berupa mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas tanah tidak 
sesuai dan lain sebagainya. Selain pelanggaran hak-hak konsumen, dapat pula timbul 
pelanggaran yang lain yaitu mengenai pelanggaran hak-hak kolektif konsumen 
perumahan. Pelanggaran tersebut seperti tidak dibangunnya fasilitas sosial dan/atau 
fasilitas umum, sertifikasi tanah, rumah fiktif, banjir, dan soal kebenaran klaim atau 
informasi dalam iklan, brosur serta pameran perumahan. 
Berdasarkan data pengaduan masyarakat melalui Bidang Hukum Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dari tahun ke tahun pengaduan konsumen 
pada sektor perumahan menempati posisi 3 (tiga) besar. Pada tahun 2006, pengaduan 
dari sektor perumahan menduduki posisi ketiga setelah sektor perbankan dan sektor 
penyediaan air bersih, dengan 63 surat pengaduan. Pada tahun 2007, pengaduan 
sektor perumahan menempati posisi pertama dengan jumlah 71 pengaduan. Pada 
tahun 2008, mengalami penurunan menjadi posisi ketiga setelah sektor  perbankan 
dan sektor komoditas listrik atau PLN, dengan jumlah 49 pengaduan atau 11,45 
persen. Sedangkan pada tahun 2009, YLKI memprediksi bidang-bidang pengaduan 
yang disampaikan masyarakat tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 
(http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=14915) 
Menurut Bidang Hukum YLKI, ada berbagai macam alasan konsumen 
mengajukan pengaduan kepada YLKI. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut  
1. Keterlambatan serah terima rumah   
2. Sertifikasi  
3. Fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum  
4. Mutu bangunan  
5. Iklan/pameran/promosi  




7. Lain-lain seperti sarana dan prasarana, keuangan bermasalah, rumah diminta 
developer, kebijakan developer, pembangunan bermasalah, pembatalan 
pembelian, HGB diatas HPL, pengalihan rumah, pencemaran nama baik, 
penipuan marketing (http://charity55.multiply.com/journal/item/2). 
Banyaknya pengaduan perumahan yang masuk ke YLKI diakibatkan dari 
adanya kecenderungan para developer sekarang lebih menekankan pada keuntungan 
semata. Mereka tidak lagi memperhatikan hak-hak konsumen. Mungkin yang ada di 
benak mereka, permintaan terhadap perumahan semakin banyak apabila ditambah 
dengan harga perumahan yang semakin bersaing. Hal inilah yang menjadi 
pemenuhan akan hak-hak konsumen tidak menjadi prioritas utama dalam 
menjalankan proses bisnisnya. Masyarakat konsumen juga terkadang lebih acuh tak 
acuh dalam memperjuangkan haknya. Mereka mempunyai mindset yang hanya 
berpikiran terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal. Tidak peduli bagaimana 
proses pembelian rumah itu terjadi.  
Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, pihak konsumen akan semakin 
dirugikan. Hak-hak konsumen perumahan harus diperjuangkan, terutama dalam hal 
informasi penawaran pengembang yang menyesatkan. Penawaran yang dilakukan 
oleh pengembang melalui sarana brosur penawaran selalu menyampaikan hal-hal 
yang positif saja tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada dan relavan dalam 
masyarakat. Banyak pernyataan pengembang dalam  brosur penawaran tidak sesuai 
dengan yang diharapkan konsumen perumahan dan juga tidak sesuai dengan fakta 
yang sesungguhnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk iklan yang 
menyesatkan konsumen perumahan. Informasi penawaran tersebut mengakibatkan 
kerugian di pihak konsumen, di mana konsumen yang sering dirugikan adalah 
mayoritas berasal dari golongan ekonomi menengah.  
 Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur secara khusus tentang 
periklanan perumahan belum ada. Meskipun demikian, dalam beberapa undang-




Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur 
beberapa pasal mengenai periklanan (Taufik H. Simatung, 2004: 19). 
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dalam memanfaatkan atau memakai barang 
dan/atau jasa dari pelaku usaha serta perlindungan terhadap konsumen atas informasi 
penawaran, periklanan atau promosi pelaku usaha. Selain itu, juga memberikan 
kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, 
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
Untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perumahan, 
pada Tahun 1992 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman. Namun, Undang-Undang ini masih dirasakan lemah 
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen perumahan. Hal ini disebabkan 
karena fokus pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pembangunan 
perumahan itu sendiri. Untuk itu, mengenai perlindungan konsumen perumahan dari 
informasi penawaran pengembang yang menyesatkan dipergunakan UUPK serta 
Undang-Undang Perumahan dan Permukiman yang dapat saling melengkapi.  
Salah satu perumahan yang terletak di Kartasura adalah perumahan Griya 
Kurnia Indah, yang berupa perumahan biasa. Sistem penawaran perumahan Griya 
Kurnia Indah juga dilakukan dengan mempergunakan brosur. Dalam brosur 
penawaran perumahan tersebut tercantum mengenai spesifikasi bangunan. Namun, 
dalam realita yang ada, informasi yang telah dicantumkan oleh pengembang apakah 
sesuai atau tidak, perlu dikaji lebih lanjut. 
 Dari uraian fakta dan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas yaitu realisasi informasi 
kualitas bangunan oleh pengembang PT Putra Pratama kepada konsumen perumahan 
Griya Kurnia Indah dengan realita yang ada dan upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh konsumen perumahan Griya Kurnia Indah jika informasi kualitas bangunan 




konsumen.perumahan Griya Kurnia Indah.  Maka penulis memilih suatu judul pada 
penulisan ini yaitu: 
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN GRIYA 
KURNIA INDAH ATAS INFORMASI KUALITAS BANGUNAN OLEH 
PENGEMBANG PT PUTRA PRATAMA” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik 
untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Pengembang PT Putra Pratama sudah merealisasi informasi kualitas 
bangunan kepada konsumen perumahan Griya Kurnia Indah? 
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Konsumen Griya Kurnia Indah 
jika informasi kualitas bangunan Pengembang PT Putra Pratama tidak sesuai 
dengan yang diterima oleh Konsumen perumahan tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun 
tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui apakah Pengembang PT Putra Pratama sudah 
merealisasi informasi kualitas bangunan kepada Konsumen perumahan 
Griya Kurnia Indah. 
b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen jika 
informasi kualitas bangunan Pengembang PT Putra Pratama tidak sesuai 






2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum guna 
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam 
jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman Penulis dalam bidang 
Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Perlindungan Konsumen 
dan Hukum Perumahan. 
c. Untuk lebih dapat memahami tentang perlindungan hukum bagi Konsumen 
perumahan PT Putra Pratama atas informasi penawaran oleh Pengembang 
Griya Kurnia Indah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penulisan dan penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan 
Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen 
dan Hukum Perumahan. 
b. Hasil penulisan dan penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching 
materials pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum 
Perumahan, serta mata kuliah lain yang terkait dan memberikan kegunaan 
untuk pengembangan Ilmu Hukum. 
c. Hasil penulisan dan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 








2. Manfaat Praktis 
a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir Penulis, sehingga dapat 
mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang 
diperoleh. 
b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat dengan bidang 
perlindungan konsumen perumahan. 
c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh 
Penulis. 
 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk 
memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-
teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah 
merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara 
metodologis, sistematism dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu 
sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun 
praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang 
bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan 
(Soerjono Soekanto 2006: 3). 
Istilah “metodologi”  berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” ; 
namun demikian, menirit kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-
kemungkinan, sebagai berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pngetahuan, 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 






Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, maka dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum 
normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin 
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto, 
2008:52).  
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum 
mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan, nilai – 
nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – 
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, 
ketentuan – ketentuan, rambu – rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat 
preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu 
hukum. Suatu langkah awal dari substansi di dalam ilmu hukum ini adalah 
perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat (Peter 
Mahmud Marzuki, 2009: 22). Hasil dari penelitian hukum ini sekalipun bukan 
asas hukum yang baru atau teori yang baru, paling tidak menghasilkan 
argumentasi yang baru sehingga tidak lagi merupakan suatu fantasi atau angan – 
angan kosong 
3. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian 




Pendekatan yang dipergunakan dan dilakukan di dalam penelitian hukum ini 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
4. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
(secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau 
yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi dari bahan pustaka. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, mencakup 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
laporan, dan seterusnya  
5. Sumber Data 
Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yang terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
secara yuridis dan mengikat yang terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, 
perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi, 
traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih 
berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13 ), sedangkan yang 
menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, serta Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 
Indonesia. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 
terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, 
majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membeikan penjelasan 






1) Kamus bahasa 
2) Kamus hukum  
3) Ensiklopedia 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan. Identifikasi isi dengan metode studi kepustakaan, 
dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu 
mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundangan yang sesuai 
dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya. Beberapa data 
dimintakan klarifikasi kepada Pengembang PT Putra Pratama, penghuni 
Perumahan Griya Kurnia Indah, kontraktor bangunan perumahan, dan 
Notaris/PPAT. 
7. Teknik Analisis Data 
Silogisme yang Penulis gunakan adalah silogisme dengan menggunakan 
pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula 
dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang 
bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan penerapan 
aturan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, 
menyatakan silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Logika 
silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan 
hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dan dari keduanya 
kemudian dapat ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 47). 
Premis mayor dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Sedangkan premis 




Griya Kurnia Indah oleh pengembang PT Putra Pratama dengan realita yang ada 
dan upaya hukum yang dapat dilaksanakan konsumen perumahan Griya Kurnia 
Indah apabila informasi kualitas bangunan PT Putra Pratama tidak sesuai dengan 
realita yang ada. 
 
E. Sistematika Penulisan  
Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian–bagian yang 
akan dibahas menjadi 4 (empat) bab yang saling terkait secara sistematis, terarah, dan 
mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat 
dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan dalam penelitian hukum 
ini. 
Dalam Bab I mengenai Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan.   
Selanjutnya alam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka terdiri dari Kerangka 
Teori dan Kerangka Pemikiran. 
Dalam Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, pertama yaitu apakah Pengembang 
PT Putra Pratama sudah merealisasi informasi kualitas bangunan kepada Konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah; dan kedua adalah upaya hukum yang dapat 
dilakukan oleh Konsumen jika informasi kualitas bangunan Pengembang PT Putra 
Pratama tidak sesuai dengan yang diterima oleh Konsumen perumahan Griya Kurnia 
Indah. 
Bab IV mengenai Penutup terdiri dari  simpulan jawaban permasalahan yang 
penulis teliti dan saran-saran dari penulis yang bertujuan untuk membangun bagi 






A. Kerangka Teoritis 
 
1. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 
Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah 
mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih 
menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki 
terhadap pelaku usaha di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat 
dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 
kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 
dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung 
jawab (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 2). 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen). Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan 
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 
benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan 
pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen 




Subyek pengaturan dalam UUPK adalah konsumen dan pelaku 
usaha. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha 
merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. 
Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling 
menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi 
antara satu dengan yang lain. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat 
bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan 
konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan 
usahanya. Sebaliknya, kebutuhan konsumen sangat bergantung dari hasil 
pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang 
berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan 
penawaran. 
Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku usaha 
menurut Pasal 1 angka (3) UUPK adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 
Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli. 
Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
namun pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Anderson 
dan Kumpt dalam Business Law Journal menyatakan : 
” Some difficulties are encountered if one approaches the wide 
spectrum of situation in terms of a ‘consumer’. For example, one 




The pedestrian whom you run over when your car goes out of 
control is not ordinarily regarded as being a consumer. There is in 
all these situations, however, a common denominator of protecting 
someone from a hazard from which be cannpt by his own action 
protect himself “ (R. A. Anderson and W. A. Krumpt on Business 
Law Journal, 1992: 563) 
   Terjemahannya adalah sebagai berikut : 
“Beberapa kesulitan yang dihadapi apabila diadakan satu 
pendekatan mengenai konsumen sebagai contoh satu ahli tidak 
selalu berpikir konsumen sebagai peminjam atau investor. 
Konsumen bisa saja dianggap seperti pejalan kaki yang kamu tabrak 
ketika mobilmu tak terkendali akan tetapi itu bukan konsumen 
biasanya. Bagaimana pun juga di dalam semua situasi di atas 
merupakan bentuk perlindungan seseorang dari bahaya dimana 
seseorang tersebut tidak bisa melindungi dirinya sendiri.” 
 
Pengertian konsumen menurut UUPK dan para ahli hukum adalah 
konsumen pemakai produksi terakhir dari barang dan/atau jasa, karena 
dikemukakan pengertian konsumen dalam UUPK adanya syarat “tidak untuk 
diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (end 
consumer) dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara 
(derived/intermediate consumer).(Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004: 
7). 
Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh 
hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan 
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat (Shidarta, 2004: 11). 
Dengan adanya UUPK, Pemerintah memberikan perlindungan kepada 
konsumen dari perilaku sewenang-wenang pelaku usaha. 
Kaitannya antara konsumen perumahan yaitu merupakan konsumen 
yang membeli perumahan melalui pengembang (developer) perumahan, 







2. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen 
Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang 
diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal 4 
(empat) hak dasar konsumen, yaitu : 
a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 
b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
c. Hak untuk memilih (the right to choose) 
d. Hak untuk didengar (the right to be heard) 
Selain keempat hak dasar tersebut, UUPK mengatur mengenai hak-
hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut yaitu: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 




i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
 Di samping hak, konsumen mempunyai kewajiban yang harus 
dipenuhi. UUPK mengatur pula mengenai kewajiban konsumen yang 
tercantum dalam Pasal 5 UUPK. Kewajiban konsumen tersebut adalah 
sebagai berikut. 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
 
3. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Pengembang (Developer) 
a. Pengertian Pengembang atau Developer 
Developer atau sering disebut dengan pengembang adalah 
perusahaan yang menjalankan bisnisnya untuk membangun sebuah 
kawasan dengan penataan infrastruktur dan fasilitas yang terdesain 
dengan baik, melalui analisis desain yang memperhatikan 
pengembangan ruang terbuka, fasilitas umum, sarana dan prasarana, 
sistem transportasi, serta perencanaan pertumbuhan kawasan 
dikemudian hari  (http://hariansib.com/?p=86664). 
Tujuan umum pengembang adalah menyiapkan sebuah hunian 
atau produk kelompok bangunan yang siap untuk digunakan baik 
sebagai hunian, bisnis atau kavling-kavling yang intinya dapat menarik 
minat para konsumen, bahkan beberapa pengembang memberi jasanya 




melakukan kerjasama dengan bank pemberi kredit agar konsumennya 
mudah mendapatkan kredit. Berbagai macam tematik atau konsep yang 
ditawarkan oleh pengembang mengikuti pasar yang ada dan trend desain 
yang sedang populer saat ini, beberapa pengembang sangat 
berkomitmen dengan tematik desain, tetapi ada pula yang kosepnya 
hanya ikut-ikutan saja, sehingga hasil akhirnya tidak optimal, hanya 
mementingkan maksmalitas areal yang dapat dijual tidak lagi 
mempedulikan ruang terbuka publik yang cukup, sarana dan prasarana 
yang memadai, tadangan air hujan dan sebagainya yang tidak memiliki 
nilai jual langsung (http://hariansib.com/?p=86664). 
 Pengembang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, di 
mana menurut Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha 
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. Pengertian pengembang telah memenuhi syarat sebagai pelaku 
usaha, sehingga pengembang perumahan juga harus tunduk terhadap 
UUPK. 
b. Hak dan Kewajiban Pengembang 
 Hak pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang,     
menurut Pasal 6 UUPK yaitu sebagai berikut. 
1). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
2). Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 




3). Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4). Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
5). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 Kewajiban pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah 
pengembang, menurut Pasal 7 UUPK yaitu sebagai berikut. 
1). Beritikad baik dalam melakukan kegitan usahanya. 
2). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
3). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
4). Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
5). Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 
6). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 









4. Tinjauan Tentang Hukum Perumahan 
a. Pengaturan dan Pengertian Perumahan 
Dalam hukum positif Indonesia, perumahan diatur secara khusus 
oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman. Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 
1992, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 
tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476). ()Herman 
Hermit, 2009: 1). 
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 
Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 
dengan prasarana dan sarana lingkungan (Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 
dan penghidupan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 
Dalam suatu perumahan harus dilengkapi dengan sarana, 
prasarana lingkungan, dan utilitas umum yang memadai. Menurut Pasal 
1 angka 5 Undang-Undang Perumahan dan Permukiman : 
“Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik 




dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana yang utama 
bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman  adalah : 
1). Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan 
barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk 
menciptakan ruang dan bangunan yang teratur; 
2). Jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat 
pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan; 
3). Jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) 
dan pencegahan banjir setempat. 
Dalam keadaan tidak terdapat air tanah sebagai sumber air 
bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar.” 
 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman, menyatakan bahwa sarana lingkungan 
merupakan fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan 
dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Fasilitas 
penunjang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi yang antara lain, 
berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari 
lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang meliputi aspek sosial 
budaya, antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan 
pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan 
olahraga, pemakaman, dan pertamanan (Penjelasan Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman). 
Sedangkan yang dimaksud dengan utilitas umum adalah sarana 
penunjang untuk lingkungan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Utilitas umum 
meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, 
jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. 
c. Asas dan Tujuan Penataan Perumahan dan Permukiman 
Penataan perumahan dan permukiman berdasarkan pada asas 
manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan 




(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman). 
  Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, asas penataan 
perumahan dan permukiman dapat dijelaskan sebagi berikut : 
1). Asas manfaat memberikan landasan agar pelaksanaan 
pembangunan perumahan dan permukiman yang menggunakan 
berbagai sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 
2). Asas adil dan merata memberikan landasan agar hasil-hasil 
pembangunan perumahan dan permukiman dapat dinikmati dengan 
adil dan merata oleh seluruh rakyat. 
3). Asas kebersamaan dan kekeluargaaan memberikan landasan agar 
golongan masyarakat yang kuat membantu golongan masyarakat 
yang lemah dan mencegah terjadinya lingkungan permukiman yang 
eksklusif. 
4). Asas kepercayaan kepada diri sendiri memberikan landasan agar 
segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan perumahan dan 
permukiman bertumpu pada prakarsa swadaya dan peran serta 
masyarakat sehingga mampu membangkitkan kepercayaan akan 
kemampuan dan kekuatan sendiri. 
5). Asas keterjangkauan memberikan landasan agar hasil pembangunan 
perumahan dan permukiman dapat dijangkau oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
6). Asas kelestarian lingkungan hidup memberikan landasan untuk 
menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan 





  Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk : 
1). Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar 
manusia, dalam rangka penungkatan dan pemerataan kesejahteraan 
rakyat. 
2). Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
3). Memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran 
penduduk yang rasional. 
4). Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan 
bidang-bidang lainnya (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).  
d. Pembangunan Perumahan  
Pembangunan perumahandan permukiman diselenggarakan 
berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang 
wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh, dan terpadu yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang 
terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan 
permukiman. 
Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan 
permukiman diselenggarakan dengan : 
1). Penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara. 
2). Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah. 
3). Pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau 
memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 
dan teratur (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 




Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 
untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman 
(Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman). Kegiatan pembangunan rumah atau 
perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 
Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah 
dapat dilakukan atas persetujuan dari hak atas tanah dengan suatu 
perjanjian tertulis (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Permukiman). 
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman, bahwa setiap orang atau badan hukum yang 
membangun rumah atau perumahan wajib : 
a) Mengikuti persyaratan : 
(1) Teknis, berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan 
bangunan, dan keandalan sarana serta prasarana lingkungan. 
(2) Ekologis, berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik 
antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun 
dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya yang perlu 
dilestarikan. 
(3) Administratif berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi, 
dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah. 
b) Melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak 
berdasarkan rencana pemantauan lingkungan. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan 




c) Melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana 
pengelolaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk dapat mengambil 
tindakan koreksi bila terjadi dampak negatif dari pembangunan 
rumah atau perumahan. 
 
5. Tinjauan Tentang Periklanan (Promosi) 
Dalam bahasa Inggris, iklan disebut sebagai advertising, dan dalam 
bahasa Latin disebut advertere yang artinya mengalihkan perhatian. Sehingga 
advertising dapatlah diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalihkan 
perhatian audience terhadap sesuatu. Fred Danzig seorang editor Advertising 
Age pernah mengatakan bahwa iklan dapat membuat konsumen membeli 
sesuatu yang tidak dibutuhkan atau diinginkan, bahkan si konsumen tersebut 
rela membayar dengan harga yang lebih mahal (Taufik H. Simatupang, 2004: 
4). 
Dalam menawarkan perumahannya, pengembang melakukan kegiatan 
promosi melalui periklanan. Tujuan periklanan adalah untuk membujuk atau 
mempengaruhi konsumen untuk melakukan sesuatu, yang dalam hal ini 
adalah membeli perumahan yang ditawarkan oleh pengembang. 
Iklan diidentikkan dengan kata promosi sebagai suatu kegiatan 
pengenalan dan penyebarluasan informasi untuk menarik minat beli 
konsumen. Apabila dianalisis, definisi tersebut lebih menekankan pada 
pengenalan informasi untuk menarik minat beli konsumen. Secara de facto 
pemahaman terhadap definisi tersebut seringkali ditafsirkan pelaku usaha 
menjadi semacam alat, dengan menghalalkan muatan informasi apa saja, 
semata-mata untuk menggugah konsumen membeli. Tanpa disadari bahwa 
secara hukum ada informasi-informasi yang dilarang, meskipun menurut 
pertimbangan teknis pemasaran (marketing)  sangat mungkin menggugah 




Pengertian promosi menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kegiatan pengenalan 
atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik 
minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan. Sarana promosi dapat dilakukan secara tertulis dan tidak 
tertulis (lesan). Promosi secara tertulis dapat melalui media elektronik 
maupun media cetak, sedangkan promosi secara tidak tertulis dapat dilakukan 
dengan cara dari mulut ke mulut seperti yang dilakukan sales yang 
mengunjungi dari rumah ke rumah.  Salah satu sarana promosi perumahan 
melalui media cetak adalah dengan mempergunakan brosur. Melalui brosur, 
konsumen dapat melihat informasi mengenai perumahan yang ditawarkan 
pengembang, walaupun informasi tersebut belum lengkap. 
Dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, dikatakan 
bahwa periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan sarana 
penerangan, yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa 
Indonesia. Sehubungan dengan itu : 
a) Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan 
hukum yang berlaku. 
b) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, 
agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. 
c) Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. (Taufik H. 
Simatupang, 2004: 42). 
 
6. Tinjauan Tentang Hak Konsumen Atas Informasi Pelaku Usaha 
Informasi dari pelaku usaha mengenai barang dan/atau jasa merupakan 
hal penting bagi konsumen. Melalui informasi tersebut konsumen dapat 
mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih merupakan 




mempergunakan hak pilihnya, konsumen dapat menentukan cocok atau tidak 
cocoknya barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut dengan kebutuhan 
masing-masing konsumen. 
Pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menawarkan barang 
dan/atau jasa produksinya. Dalam melakukan penawaran barang dan/atau 
jasanya, pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. 
Pelaku usaha seharusnya tidak hanya memberikan informasi mengenai 
kelebihan dari barang dan/atau jasa tersebut, namun termasuk pula 
kekurangan yang masih ada pada barang dan/atau jasa tersebut. Tidak jarang 
informasi yang terdapat dalam penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha 
terlalu berlebihan, sehingga informasi yang disampaikan tersebut 
menyesatkan (misleading information) atau tidak benar. Akibatnya, banyak 
konsumen yang merasa dirugikan atas itikad buruk pelaku usaha  atas 
penawarannya. 
Dampak yang paling nyata banyak terjadi akibat dari ketidaksesuaian 
imformasi penawaran dengan realita adalah terjadinya pelanggaran hak-hak 
konsumen. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, pihak konsumen akan 
semakin dirugikan, di mana konsumen yang sering dirugikan adalah 
mayoritas berasal dari golongan ekonomi menengah. 
Dengan adanya pemberian informasi yang tidak benar dan 
menyesatkan dari pelaku usaha, maka UUPK mengatur mengenai sistem 
penawaran, promosi, atau pengiklanan barang dan/atau jasa. Pengaturan 
sistem penawaran, promosi atau pengiklanan barang dan/atau jasa dalam 
UUPK berbentuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Larangan 
perbuatan tersebut diatur dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari 10 pasal, 
dimulai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. 
Pasal 8 UUPK merupakan ketentuan yang berlaku secara umum bagi 




1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/jasa yang: 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang  tersebut. 
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut. 
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan.jasa tersebut. 
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. 
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan ”halal” yang dicantumkan dalam label. 
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, 
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang 




j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 
benar atas barang dimaksud. 
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar. 
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK 
tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) larangan pokok, yaitu: 
1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat yang 
layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, 
dan menyesatkan konsumen. 
Pasal 9 UUPK melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: 
1. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik 
tertentu, sejarah atau guna tertentu. 
2. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 
3. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri 




4. barang dan/jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi. 
5. barang dan/atau jasa tersebut tersedia. 
6. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 
7. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 
8. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/jasa lain. 
9. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, 
tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang 
lengkap. 
10. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
Dalam Pasal 10 UUPK, pelaku usaha yang menawarkan barang 
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa 
2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa 
3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 
dan/atau jasa 
4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan 
5. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa 
Tampaknya, apa yang dirumuskan dalam Pasal 10 UUPK tersebut 
berkaitan dengan adanya fakta material dalam suatu iklan, di mana pernyataan 
menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, 
tawaran potongan harga, hadiah, maupun bahaya penggunaan barang dan/atau 
jasa dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih atau membeli produk 
yang diiklankan. Dalam praktek bisnis kerap timbul pernyataan palsu yang 
tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya, yang menyesatkan atau 




mengungkapkan hal-hal yang tidak benar, serta mempergunakan opini 
subyektif yang berlebihan tanpa didukung fakta (Dedi Harianto dalam Jurnal 
Equality, Volume 13 Nomor 1: 2008) 
Selanjutnya ketentuan Pasal 11 UUPK, mengatur pelaku usaha yang 
menjual melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan 
konsumen dengan:  
1. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 
standar mutu tertentu. 
2. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung 
cacat tersembunyi. 
3. tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud 
untuk menjual barang lain. 
4. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dan/atau jumlah yang 
cukup dengan maksud menjual yang lain. 
5. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup 
dengan maksud menjual jasa yang lain. 
6. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
Pasal 12 UUPK berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi 
pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan 
dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak 
bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang 
ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut. 
Ketentuan Pasal 13 UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, 
mempromosikan, atau mengiklankan: 
1. suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 




2. obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa 
pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 
barang dan/atau jasa lain. 
Pasal 13 ayat (2) UUPK juga bertujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen agar harga jenis barang da/atau jasa yang 
ditawarkan tetap dapat terjangkau oleh konsumen. Dalam hal ini disadari 
adanya pemberian hadiah secara otomatis ikut menaikkan harga barang 
dan/atau jasa yang dimaksud. 
Pasal 14 UUPK melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa untuk keperluan diperdagangkan dengan memberikan hadiah 
melalui cara undian, yang meliputi: 
1. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. 
2. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. 
3. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 
4. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
Untuk Pasal 15 UUPK mengatur larangan pelaku usaha yang 
menawarkan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara pemaksaan 
atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis 
terhadap konsumen. 
Selanjutnya Pasal 16 UUPK melarang pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan apabila: 
1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 
dengan yang dijanjikan. 
2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
Pasal 17 UUPK secara khusus memberlakukan larangan bagi pelaku 




1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan 
harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang 
dan/atau jasa. 
2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa. 
3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 
dan/atau jasa. 
4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa. 
5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 
atau persetujuan yang bersangkutan. 
6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan. 
Pasal 17 merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku 
pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang 
diproduksinya. Mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam 
bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, dan iklan yang 
berlebihan. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi 
produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat 
mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mempergunakan atau 
mengonsumsi produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan 
memperoleh gambaran mengenai produk yang dipasarkan melalui iklan. 
Namun masalahnya adalah iklan tersebut tidak selamanya memberikan 
informasi yang benar atau lengkap mengenai suatu produk, sehingga 
konsumen dapat saja menjatuhkan pilihan terhadap suatu produk tertentu 
berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. 
Secara umum informasi yang disampaikan kepada konsumen dengan 
cara merepresentasikan suatu produk dengan berbagai cara melalui media 
massa, namun dalam pelaksanaannya kadang terjadi misrepresentasi. 




pihak untuk membujuk pihak lain dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, 
masalah dasar dari misrepresentasi adalah dampak dari suatu pernyataan yang 
disampaikan sebelum terjadinya perjanjian (Ahmadi Miru dan Sutarman 
Yodo, 2004: 106). 
UUPK memang tidak mengatur secara khusus bagaimana sistem 
penawaran yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Namun, dengan adanya 
larangan-larangan yang diatur UUPK dalam penawaran, promosi maupun 
periklanan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk tidak 
memberikan informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Untuk menjamin 
kepastian hukum bagi konsumen dari tindakan tidak baik pelaku usaha, 
UUPK mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku 
usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut tercantum dalam Bab 
XIII Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UUPK, namun terhadap pelanggaran 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK hanya dapat dikenakan sanksi 
berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. 
Rumusan Pasal 62 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau 
pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap: 
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: 
a Pasal 8, mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar 
yang telah ditetapkan. 
b Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar. 
c Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang 
berhubungan dengan kesehatan. 
d Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik). 
e Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e mengenai iklan 
yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau 
menyesatkan. 




Dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidanan penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah). 
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: 
a Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau lelang. 
b Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus. 
c Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma. 
d Pasal 14, mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui 
undian. 
e Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan. 
f Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f mengenai produksi iklan yang 
bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3. Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau 
kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara 
umum. 
Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berdasarkan 
Pasal 63 UUPK berupa: 
1. Perampasan barang tertentu. 
2. Pengumuman keputusan hakim. 
3. Pembayaran ganti rugi. 
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen. 
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran. 






Adanya pengaturan dalam UUPK mengenai sistem penawaran, 
promosi, maupun pengiklanan yang harus ditaati oleh pelaku usaha beserta 
sanksi-sanksinya apabila terjadi pelanggaran, sudah dapat mewujudkan hak 
konsumen atas informasi dari pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
batasan-batasan atau larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan 
penawaran, promosi, maupun pengiklanan seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya. 
Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah 
mengenai manfaat kegunaan barang dan/atau jasa, efek samping atas 
penggunaan barang dan/atau jasa, tanggal kadaluwarsa, kualitas barang 
dan/atau jasa, serta kondisi barang dan/atau jasa. Informasi tersebut dapat 
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan 
mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun 
melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media 
cetak maupun media elektronik. 
 
7. Tinjauan Tentang Kualitas Bangunan 
Kualitas bangunan merupakan hal penting yang harus diperhitungkan 
dalam pembangunan suatu rumah, karena berkaitan dengan kualitas rumah 
nantinya agar dapat bertahan lama atau tidak cepat rusak dan membahayakan 
penghuni rumah. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk patokan 
pembangunan rumah adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006, yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah wujud fisik 
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 




yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Rumah merupakan hunian atau 
tempat tinggal, sehingga dalam pelaksanaan teknis bangunan rumah 
menggunakan pedoman atau standar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
tersebut. 
Adapun standar kualitas bangunan rumah menurut Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 
Teknis Bangunan Gedung adalah sebagai berikut: 
a) Pondasi merupakan struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan 
langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di bawah 
permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian 
bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat 
menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban-beban 
bangunan (beban isi bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin, 
gempa bumi, dan lain-lain. Pondasi merupakan bagian struktur dari 
bangunan yang sangat penting, karena fungsinya adalah menopang 
bangunan diatasnya.(http://www.rudydewanto.web.id/2010/01/a13.html) 
Adanya peran penting pondasi pada bagian rumah, pembuatan pondasi 
harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Untuk 
pondasi pasangan batu kali perumahan, komposisi kontruksi pasangan 
batu kali  adalah sebagai berikut:: 
1). Urugan pasir , setebal 10 cm pada bagian bawah. 
2). Pasangan batu kali dengan campuran batu kali + pasir + semen dan 
kapur, mempergunakan komposisi 1 ember semen  : 3 ember kapur  
: 10 ember pasir. 
b) Sloof merupakan struktur dari bangunan yang terletak diatas pondasi, 




berfungsi sebagai pengunci dinding agar apabila terjadi pergerakan pada 
tanah, dinding tidak roboh. Sehingga sloof sangat berperan sekali 
terhadap kekuatan dari bangunan, bahan yang dipergunakan menurut, SNI 
T15-1991-03 tentang Standar Tata Cara Perhitungan Struktur Beton 
Untuk Bangunan Gedung adalah beton dengan campuran 1 semen : 2 
pasir : 3 split (koral). Dimensi sloof yang sering digunakan pada 
bangunan rumah tinggal lantai satu , lebar 15 sentimeter, tinggi 20 
sentimeter, besi beton tulangan utama menggunakan 4 buah diameter 10 
milimeter (4 d 10 ) sedangkan untuk begel menggunakan diameter 8 
milimeter berjarak 15 sentimeter ( d 8 – 15).(http://struktur-
rumah.blogspot.com/2008/06/sloof-rumah-lantai-1-2.html) 
c) Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 
beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang 
memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan 
pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan 
runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total 
collapse) seluruh struktur. SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom 
adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga 
beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang 
paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom adalah 
sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, 
kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah 
bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan 
berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup (manusia dan barang-
barang), serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting, 
agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari 
atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. 




di bawahnya. Kesimpulannya, sebuah bangunan akan aman dari 
kerusakan bila besar  dan jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. 
Namun, kondisi tanah pun harus benar-benar sudah mampu menerima 
beban dari pondasi. Kolom menerima beban dan meneruskannya ke 
pondasi, karena itu pondasinya juga harus kuat, terutama untuk konstruksi 
rumah bertingkat, harus diperiksa kedalaman tanah kerasnya agar bila 
tanah ambles atau terjadi gempa tidak mudah roboh. Struktur dalam 
kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara 
material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan 
tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan 
kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau 
bagian struktural lain seperti sloof dan balok bisa menahan gaya tekan 
dan gaya tarik pada bangunan. 
(http://muharrikyanuar.wordpress.com/2009/07/14/kolom-beton-dalam-
kontruksi-bangunan/) 
Standar nasional untuk kolom bahan yang dipergunakan adalah beton 
dengan campuran 1 semen : 2 pasir : 3 split (koral). Dimensi kolom yang 
sering digunakan pada bangunan rumah tinggal lantai satu , lebar 15 
sentimeter, tinggi 20 sentimeter, besi beton tulangan utama menggunakan 
4 buah diameter 10 milimeter (4 d 10 ) sedangkan untuk begel 
menggunakan diameter 8 milimeter berjarak 15 sentimeter ( d 8 – 15). 
d) Balok ring merupakan penutup pada pasangan batu bata. Menurut SNI 
T15-1991-03, jarak antara ring sekitar 0,5 meter dan menggunakan tulang 
dengan diameter 8 milimeter. 
e) Dinding merupakan suatu elemen penting sebuah rumah yang berfungsi 
untuk memisahkan atau membentuk ruang. Ukuran standar bata merah 
adalah 25 x 12 x 5 sentimeter atau kurang dengan campuran bahan untuk 

































Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
Fakta Hukum : 
- Ketidaksesuian Informasi 
Kualitas Bangunan Oleh 
Pengembang Perumahan 
Griya Kurnia Indah Dengan 
Standar Nasional Indonesia 
- Upaya Hukum Konsumen 
Peristiwa Hukum 
Informasi Kualitas Bangunan 
PT Putra Pratama Kepada 
Konsumen Perumahan Griya 
Kurnia Indah Melalui Brosur  
 
Kesimpulan : 
Ada atau Tidak Perlindungan 
Konsumen 
Peraturan Perundang-undangan : 
- Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
- Undang-Undang Nomor 4 









Keterangan Bagan : 
Kebutuhan manusia akan papan (rumah) merupakan kebutuhan pokok 
(primer) yang sangat penting dan harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan rumah 
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat 
tinggal, tempat membina keluarga, dan tempat untuk melindungi keluarga. Untuk 
memenuhi kebutuhan rumah (perumahan) tersebut, masyarakat membeli perumahan 
melalui pengembang (developer) perumahan. Berbagai penawaran dilakukan oleh 
pengembang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produknya. Salah 
satunya dengan mempergunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana 
mengkomunikasikan produk-produk yang dibuat dan/atau dipasarkan oleh 
pengembang kepada konsumennya. Kepercayaan masyarakat seringkali 
disalahgunakan oleh pengembang. Dalam melakukan penawaran perumahan tidak 
jarang informasi yang diberikan oleh pengembang tidak sesuai realisasinya, sehingga 
informasi yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak jujur. Salah satu informasi 
dari pengembang yang tidak sesuai dengan realisasinya adalah informasi mengenai 
kualitas bangunan, dimana realisasi kualitas bangunan yang dilaksanakan adalah 
tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. 
Hal ini juga terjadi atas konsumen Perumahan Griya Kurnia Indah. Brosur 
penawaran perumahan Griya Kurnia Indah tercantum mengenai informasi spesifikasi 
bangunan, namun informasi tersebut tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Akibat kualitas bangunan di 
bawah Standar Nasional Indonesia tersebut, konsumen Perumahan Griya Kurnia 
Indah dapat melakukan upaya hukum. Ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang dapat diimplementasikan untuk meneliti mengenai ketidaksesuaian realisasi 
kualitas bangunan perumahan Griya Kurnia Indah dan upaya hukum yang dapat 




1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan 
Gedung dapat juga digunakan untuk meneliti apakah kualitas bangunan perumahan 
Griya Kurnia Indah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dari berbagai aturan 
hukum tersebut, dapat diketahui ada atau tidak perlindungan hukum bagi konsumen 
Perumahan Griya Kurnia Indah atas informasi kualitas bangunan pengembang PT 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Realisasi Informasi Kualitas Bangunan Pengembang oleh 
PT Putra Pratama 
 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan 
makanan dan kebutuhan pakaian. Seiring dengan perkembangan jaman yang 
cenderung mementingkan keefisiensian waktu dan tenaga, orang lebih memilih 
untuk memenuhi kebutuhan rumah yang baik dan layak huni dalam bentuk 
perumahan. Konsumen perumahan tidak perlu mempersulit diri untuk 
mempersiapkan keperluan pembangunan perumahan, karena pihak pengembanglah 
yang akan mempersiapkan keperluan tersebut dan konsumen perumahan tinggal 
menikmati hasil jadi.   Apabila masyarakat ingin membeli perumahan, mereka 
tinggal mendatangi pengembang (developer) perumahan. Pengembang merupakan 
perusahaan yang menjalankan bisnisnya untuk membangun sebuah kawasan dengan 
penataan infrastruktur dan fasilitas yang terdesain dengan baik, melalui analisis 
desain yang memperhatikan pengembangan ruang terbuka, fasilitas umum, sarana 
dan prasarana, sistem transportasi, serta perencanaan pertumbuhan kawasan 
dikemudian hari. Pengembang mempersiapkan sebuah hunian atau produk kelompok 
bangunan yang siap untuk digunakan baik sebagai hunian, bisnis atau kavling-
kavling yang intinya dapat menarik minat para konsumen.  
Berbagai penawaran dilakukan oleh pengembang untuk mempromosikan dan 
memasarkan perumahannya. Pada umumnya, pemasaran perumahan dilakukan 
dengan menggunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana mengkomunikasikan 
produk-produk yang dibuat dan/atau dipasarkan oleh pengembang kepada 
konsumennya. Kegiatan promosi dilakukan oleh pengembang untuk mengenalkan 
atau menyebarluaskan informasi dari produk yang telah dibuat pengembang. Iklan 




terhadap produk yang perumahan dipasarkan. 
Alasan masyarakat membeli perumahan dari pengembang adalah masyarakat 
dapat memperoleh perumahan secara lebih cepat, lebih terjangkau, dan tidak repot. 
Melalui pengembang, konsumen juga dapat memilih bangunan rumah yang sesuai 
dengan keinginan serta mendapatkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang 
melengkapi perumahan yang nantinya akan menjadi tempat tinggal konsumen. 
Namun, kepercayaan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh pengembang. 
Dalam melakukan penawaran perumahan tidak jarang informasi yang diberikan oleh 
pengembang terlalu berlebihan sehingga membuat konsumen sangat tertarik atau 
mungkin bahkan membingungkan bagi konsumen sendiri. 
Penawaran yang dilakukan oleh pengembang melalui sarana brosur 
penawaran selalu menyampaikan hal-hal yang positif saja tanpa didukung dengan 
fakta-fakta yang ada dan relevan dalam masyarakat. Banyak pernyataan pengembang 
dalam brosur penawaran tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen perumahan 
dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Hal ini dapat dikategorikan 
sebagai suatu bentuk iklan yang menyesatkan konsumen perumahan. Informasi 
penawaran tersebut mengakibatkan kerugian di pihak konsumen, di mana konsumen 
yang sering dirugikan adalah mayoritas berasal dari golongan ekonomi menengah. 
Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, pihak konsumen akan semakin dirugikan. 
Hak-hak konsumen perumahan harus diperjuangkan, terutama dalam hal informasi 
penawaran pengembang yang menyesatkan. 
Perumahan Griya Kurnia Indah merupakan perumahan yang terletak di 
Kartasura, yang berupa perumahan biasa dan bersubsidi dari Pemerintah. Sistem 
penawaran perumahan Griya Kurnia Indah juga dilakukan dengan mempergunakan 
brosur. Dalam brosur penawaran perumahan tersebut hanya mencantumkan 







Spesifikasi bangunan yang dicantumkan dalam brosur adalah sebagai berikut: 
2. Struktur Bangunan: 
a) Pondasi: pasangan batu kali 
b) Sloof: beton bertulang 
c) Kolom: beton bertulang 
d) Balok ring: beton bertulang 
e) Dinding: pasangan bata merah diplester Aci 
3. Atap: 
a) Genteng: press tanah 
b) Plafond: eternit 
4. Keramik: 
a) Kamar mandi: motif 
b) Ruang utama: putih 
c) Teras: putih 
5. Listrik, berdaya 900 Watt 
Informasi dalam brosur tersebut jika tidak dicermati secara mendalam 
memang terkesan tidak ada masalah bagi konsumen perumahan Griya Kurnia 
Indah, karena informasi tersebut bersifat umum. Namun dalam realitanya, 
informasi tersebut mengandung makna ambigu (ganda). Hal ini berkaitan dengan 
kualitas bahan bangunan rumah perumahan Griya Kurnia Indah yang 
direalisasikan oleh pengembang PT Putra Pratama, di mana kualitas bangunannya 
berada di bawah standar kualitas bangunan layak huni. Setelah dimintakan 
klarifikasi kepada Bapak Sugiharto yang merupakan penghuni perumahan Griya 
Kurnia Indah, dapat diketahui bahwa kualitas bangunan perumahan Griya Kurnia 







Adapun realita bangunan menurut Bapak Sugiharto, penghuni perumahan 
Griya Kurnia Indah, adalah sebagai berikut: 
1. Struktur Bangunan: 
a) Pondasi: tidak semua rumah dipasangani batu kali, namun hanya ujung 
bangunan rumah dan itu pun rumah yang berada di ujung perumahan. 
Untuk perbatasan antara rumah satu dengan yang lainnya, batu kali hanya 
di pasang beberapa buah saja dan yang lainnya hanya dipasang batu bata.  
Selain kurangnya jumlah batu kali untuk pondasi rumah, komposisi 
campuran pondasi perumahan Griya Kurnia Indah hanya mempergunakan 
komposisi 1 ember semen : 2 ember kapur : 20 ember pasir. 
b) Sloof: sloof rumah Perumahan Griya Kurnia Indah memang berupa beton 
bertulang, namun ukuran tulangnya berada di bawah standar yaitu tidak 8 
(delapan) gemuk, melainkan berukuran 6 (enam) kurus. 
Dalam prakteknya, bahan yang dipergunakan adalah beton dengan 
campuran 1 semen : 4 pasir : 4 split (koral) dengan ukuran tulangnya 6 
(enam) kurus san jarak begel 25 (dua puluh lima) sentimeter. 
c) Kolom: kolomnya memang beton bertulang, namun kualitas standar 
tulangnya berada di bawah standar bangunan layak huni. 
Dalam praktek pelaksanaan pembangunan perumahan Griya Kurnia Indah 
juga sama dengan sloof, yaitu campuran bahan bangunan adalah 1 semen 
: 4 pasir : 4 split (koral) dengan ukuran tulangnya 6 (enam) kurus dan 
jarak begel 25 (dua puluh lima) sentimeter. 
d) Balok ring: untuk balok ring berupa beton bertulang, namun ukurannnya 
di bawah standar kualitas, bahkan jarak antar ring hanya sekitar 0,5 meter 




e) Dinding: dinding rumah memang dipasangan bata merah dan diplester 
Aci, namun untuk campuran semen dan batunya tidak sesuai standar 
kualitas layak huni. Sehingga dinding rumah cepat rusak dan retak-retak. 
Dinding merupakan suatu elemen penting sebuah rumah yang berfungsi 
untuk memisahkan atau membentuk ruang. 
Dalam prakteknya untuk bahan bangunan Perumahan Griya Kurnia Indah 
adalah benar memakai ukuran 25 x 12 x 5 sentimeter dengan campuran 
bahan untuk plester 0,5 semen : 2 kawur : 20 pasir. 
2. Atap : untuk genteng dan plafond sesuai dengan dengan brosur, namun 
kualitasnya masih perlu dipertanyakan lagi, apalagi menurut konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah untuk ringnya tidak berasal dari hati kayu 
melainkan berasal dari kulit kayu saja. Sehingga dapat membahayakan 
penghuni rumah jika tidak segera diganti. 
3. Keramik: 
1). Kamar mandi: kamar mandi ternyata tidak bermotif, melainkan putih 
polos, sehingga tidak sesuai dengan informasi dalam brosur. 
2). Ruang utama: warna keramik ruang utama sesuai dengan informasi dalam 
brosur yaitu berwarna putih, namun kualitas keramiknya berada di bawah 
standar, hal ini dapat dilihat dalam waktu yang tidak lama keramik 
tersebut sudah ada yang pecah sehingga konsumen perlu mengganti 
dengan yang baru. 
3). Teras: warna keramik teras berwarna putih, namun seperti kualitas pada 
ruang utama, keramik di teras juga sudah ada yang pecah dalam waktu 
yang tidak lama. 
4. Listrik: tidak ada permasalahan dalam pemasangan listrik. 
Adanya permasalahan kualitas bangunan rumah tersebut, mengakibatkan 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah perlu memperbaiki bangunan 




penghuni. Dari pihak pengembang PT Putra Pratama hanya mengecek keluhan 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah sebelum penyerahan kunci rumah, 
kemudian pihak pengembang memperbaikinya. Namun mayoritas permasalahan 
bangunan yang dirasakan konsumen perumahan Griya Kurnia Indah dirasakan 
setelah penyerahan kunci, sehingga tidak ada tindak lanjut dari pihak 
pengembang. Padahal setelah penyerahan konci kepada penghuni, pihak 
pengembang masih mempunyai kewajiban untuk melayani keluhan konsumennya 
dalam waktu 100 (seratus) hari. 
Dari pihak konsumen sendiri ternyata kurang kritis dengan permasalahan 
yang terjadi pada bangunan rumahnya, di mana konsumen tidak mengadukan 
keluhannya kepada pihak pengembang. Hal ini disebabkan konsumen merasa 
bahwa perumahan Griya Kurnia Indah adalah perumahan bersubsidi dari 
pemerintah. Konsumen merasa dengan adanya subsidi dari pemerintah, mereka 
mau tidak mau harus menerima apa pun kualitas bangunan rumahnya. 
Dengan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak jujur kepada 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah, maka pengembang PT Putra Pratama 
dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan perumahan Griya 
Kurnia Indah telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Pasal 7 huruf b dan d jo Pasal 9 jo Pasal 
10 hurf c jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan c UUPK. 
Pasal  7 huruf b dan d UUPK memberikan kewajiban-kewajiban kepada 
pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang PT Putra Pratama, dalam 
melakukan kegiatan usaha perumahannya. Dengan adanya kewajiban-kewajiban 
tersebut di atas, maka pengembang sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan 
memberikan informasi dalam brosur pemasaran yang tidak sesuai dengan 
kenyataannya. Penawaran produk melalui brosur yang tidak sesuai dengan 





Dalam Pasal 7 huruf b dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ 
atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
Pasal ini dengan jelas mengatur mengenai kewajiban pengembang yang harus 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi perumahan 
Griya Kurnia Indah pada saat penawaran dalam bentuk brosur. Namun dalam 
prakteknya, pengembang tidak melaksakan kewajiban tersebut. Informasi yang 
tercantum dalam brosur perumahan Griya Kurnia Indah tidak memberikan 
informasi yang sebenarnya, dan bahkan menyesatkan konsumen. Informasi yang 
tercantum dalam brosur tidak menjelaskan secara rinci spesifikasi bangunan 
perumahan, namun hanya secara umum dan membingungkan konsumen. Hal ini 
terbukti dari ketidaksesuaian informasi yang tercantum dalam brosur dengan 
realita yang ada, yaitu dalam brosur tidak mencantumkan secara jelas dan jujur 
mengenai merk dan standar kualitas bahan bangunan. Misalnya untuk keramik, 
tidak dijelaskan merk-nya padahal untuk jenis keramik beraneka macam dengan 
berbagai merk dan tentu saja merk mempengaruhi kualitasnya.  
Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf d, pelaku usaha wajib menjamin mutu 
barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam membangun 
perumahan Griya Kurnia Indah, pengembang PT Putra Pratama tidak menjamin 
mutu bangunan dengan baik, karena mutu bahan-bahan bangunannya tidak sesuai 
dengan standar mutu bahan bamgunan yang berlaku. Misalnya dalam hal standar 
kualitas beton bertulang, pengembang PT Putra Pratama tidak mempergunakan 
standar kualitas bangunan yang baik yaitu standar mutu beton bertulang 8 
(delapan) gemuk, melainkan hanya mempergunakan standar mutu 6 (enam) kurus. 
Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK mengatur mengenai larangan pelaku usaha 
dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 




memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Adanya penggunaan 
standar mutu bangunan di bawah standar, maka pengembang PT Putra Pratama 
telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan perumahan Griya Kurnia 
Indah secara tidak benar. Bahkan dalam brosur penawaran dari pengembang PT 
Putra Pratama tidak mencantumkan secara terperinci kualitas bahan bangunannya 
dalam spesifikasi bangunan. Adanya informasi bahan bangunan yang tidak rinci 
dalam brosur penawaran perumahan Griya Kurnia Indah mengakibatkan  
konsumen tidak dapat mengetahui bahan bangunan rumah yang akan 
ditinggalinya. 
Pasal 10 huruf c UUPK mengatur mengenai pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
menawarkan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas 
suatu barang dan/atau jasa. Informasi kondisi bahan bangunan perumahan Griya 
Kurnia Indah dalam brosur penawaran tidak dicantumkan secara transparan, 
sehingga konsumen dapat disesatkan dengan informasi tersebut karena ternyata 
dalam prakteknya kondisi bangunan perumahan Griya Kurnia Indah adalah tidak 
memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk bahan bangunan perumahan yang 
layak huni. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2007 sejak dibangunnya 
perumahan Griya Kurnia Indah sampai dengan tahun 2010, kondisi rumah 
perumahan Griya Kurnia Indah sudah mengalami kerusakan misalnya dinding, 







B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Perumahan Griya 
Kurnia Indah yang Dirugikan PT Putra Pratama atas Informasi Kualitas 
Bangunan yang Menyesatkan. 
Informasi tidak benar dan tidak jujur yang telah dilakukan oleh 
pengembang PT Putra Pratama terhadap konsumen perumahan Griya Kurnia Indah 
tentu saja dapat merugikan pihak konsumen. Sebagai pihak yang dirugikan, 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah dapat melakukan berbagai upaya 
hukum untuk memperjuangkan haknya. 
Dalam Pasal 5 UUPK terdapat aturan mengenai hak-hak konsumen yang 
diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana salah satu hak 
tersebut adalah hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut jika pelaku usaha 
melakukan pelanggaran. Dengan demikian, konsumen perumahan Griya Kurnia 
Indah dapat mengajukan upaya hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh 
pengembang PT Putra Pratama atas informasi yang menyesatkan dari brosur 
pemasaran perumahan Griya Kurnia Indah. 
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan Griya 
Kurnia Indah yaitu sebagai berikut. 
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 
a) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. 
 Layaknya suatu sengketa lainnya, dalam sengketa konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah akibat informasi menyesatkan yang 
dilakukan oleh pengembang PT Putra Pratama, para pihak dapat 
mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Dasar hukum 
penyelesaian sengketa konsumen secara damai tersebut adalah Pasal 45 
ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: 




atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa”. 
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 
45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup 
kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak 
yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui 
pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap 
tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua 
belah pihak yang bersengketa. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa UUPK 
menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang 
justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang 
bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa 
mereka melalui BPSK atau badan peradilan. (Susanti Adi Nugrroho, 
2008: 99). 
b) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen/BPSK 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan 
suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap 
Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadlian. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan 
wewenang, serta penyelesaian sengketa oleh BPSK dapat ditemukan 
secara khusus dalam Bab XI Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
yaitu Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Tata cara penyelesaian sengketa 




Kepmenperindag No 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur 
mengenai tugas dan wewenang BPSK, yaitu sebagai berikut: 
1). Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen 
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. 
2). Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 
3). Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. 
4). Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
5). Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen. 
6). Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen. 
7). Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen. 
8). Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 
9). Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 7 dan 
angka 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
10). Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokume, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 





12). Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 
13). Menjatuhkan saksi administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen 
BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota yang harus berjumlah 
ganjil yaitu terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili 
semua unsur, dan dibantu oleh seorang panitera. Menurut ketentuan 
Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan 
teknis dari pelaksanaan tugas majelis BPSK yang menangani dan 
menyelesaikan sengketa konsumen akan diatur tersendiri oleh Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan.  
Lembaga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui 
BPSK ini memang dikhususkan bagi konsumen perorangan yang 
memiliki perselisihan dengan pelaku usaha. Dengan adanya BPSK maka 
penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, 
dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang 
waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah 
karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang 
sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau. 
Melalui BPSK, konsumen perumahan Griya Kurnia Indah 
dapat memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 
kerugian dari pengembang PT Putra Pratama. Melalui BPSK pula, 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah memperoleh jaminan agar 
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen akibat 
informasi yang menyesatkan dari pihak pengembang PT Putra Pratama. 
Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada 




konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan 
tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan 
yang telah merugikan konsumen tersebut.  
UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian 
sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan 
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. (Susanti Adi 
Nugrroho, 2008: 103). 
Berikut ini adalah tahap-tahap penyelesaian sengketa 
konsumen yang ditempuh oleh konsumen perumahan Griya Kurnia Indah 
apabila menyelesaikan sengketanya dalam hal informasi yang 
menyesatkan pengembang PT Putra Pratama melalui BPSK, yaitu : 
1). Tahap Pengajuan gugatan 
Konsumen perumahan Griya Kurnia Indah yang merasa 
dirugikan oleh pengembang PT Putra Pratama dapat mengadukan 
informasi menyesatkan kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili 
kuasanya, maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan 
oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila 
konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, 
lanjut usia, belum dewasa, atau warga negara asing. Pengaduan 
tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada 
sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen, 
namun untuk wilayah Sukoharjo belum dibentuk BPSK. 
Apabila permohonan (pengaduan) telah memenuhi 
persyaratan dan diterima, maka Ketua BPSK harus memanggil 
pelaku usaha secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan. Apabila pada hari persidangan yang 




maka sebelum melampui 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan, pelaku 
usaha dapat dipanggil sekali lagi. 
Apabila pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara 
penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku usaha. 
Cara yang dapat dipilih dan disepakati para pihak adalah konsiliasi, 
mediasi, atau arbitrase. Jika cara yang dipilih para pihak adalah 
konsiliasi atau mediasi, maka Ketua BPSK segera menunjuk majelis 
sesuai ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. 
Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya 
adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal 
dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. 
Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang 
berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan 
pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ketujuh sejak 
diterimanya permohonan. 
2). Tahap Persidangan 
a) Persidangan dengan cara konsiliasi 
Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian 
sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga 
yang netral dan tidak memihak. Konsiliator hanya melakukan 
tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para 
pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari 
satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin 
disampaikan langsung oleh para pihak. Bagaimanapun juga 
penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola 
proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, di 
mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidak 




sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkara. Konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah dengan pengembang PT Putra 
Pratama harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga 
tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian 
sengketa. 
Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan 
sendiri oleh para pihak yang bersengketa, yaitu konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah dengan pengembang PT Putra 
Pratama, dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif 
sebagai konsiliator. Majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya 
proses penyelesaian sengketa kepada para pihak baik mengnai 
bentuk mauoun jumlah ganti kerugian. Hasil musyawarah yang 
merupakan kesepakatan antar konsumen perumahan Griya 
Kurnia Indah dengan pengembang PT Putra Pratama yang 
bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis 
yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan 
diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan 
majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut 
b) Persidangan dengan cara mediasi 
Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian 
sengketa atau pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga 
yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang 
bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian 
yang memuaskan. 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan 
sendiri oleh konsumen perumahan Griya Kurnia Indah dengan 
pengembang PT Putra Pratama yang bersengketa dengan 




proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai 
bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu 
untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah. Dibandingkan dengan proses 
penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediator bertindak 
lebih aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran, dan 
upaya-upaya dalam menyelesaikan sengketa.  
Mediator dapat minta diperlihatkan alat bukti surat 
dan/atau dokumen lain yang mendukung dari kedua belah pihak. 
Atas persetujuan para pihak atau kuasanya, mediator dapat 
mengundang seorang atau lebih saksi atau saksi ahli dalam 
bidang tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal 
yang terkait dengan sengketanya. Jika proses mediasi 
menghasilkan suatu kesepakatan, para pihak dengan bantuan 
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak (Susanti Adi 
Nugrroho, 2008: 110). 
Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara 
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selanjutnya 
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, yang ditandatangani 
oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis 
BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut. Putusan tersebut 
mengikat kedua belah pihak. Putusan majelis dalam konsiliasi 
dan mediasi tidak memuat sanksi administratif (Susanti Adi 
Nugrroho, 2008: 111). 
c) Persidangan dengan cara arbitrase  
Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang No 30 




luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 
Riskin dalam Cambridge Law Journal menyatakan: 
”Arbitration is form of adjudication in which the neutral 
decision maker is not a judge or an official of an 
administrative agency” (Riskin on Cambridge Law 
Journal, 2008: 27) 
Terjemahannya adalah sebagai berikut : 
“Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan di mana pembuat keputusan berada dalam 
posisi yang netral dan bukan merupakan hakim atau dari 
lembaga administrasi” 
Penyelesaian sengketa konsumen perumahan Griya 
Kurnia Indah melalui arbitrase dapat dilakukan dengan cara 
konsumen dan pengembang PT Putra Pratama memilih arbiter 
dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan 
konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang telah dipilih 
oleh para pihak kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota 
BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua. Pada 
persidangan pertama ketua majelis wajib mendamaikan kedua 
belah pihak yang bersengketa. Jika terjadi perdamaian, majelis 
wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. 
Namun apabila tidak tercapai perdamaian, maka persidangan 
dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen Perumahan 
Griya Kunia Indah dan surat jawaban dari pengembang PT 
Putra Pratama. Ketua majelis BPSK harus memberikan 
kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang 
bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan, 





Pada persidangan pertama sebelum pembacaan surat 
jawaban dari pelaku usaha, konsumen dapat mencabut 
gugatannya dengan membuat surat pernyataan pencabutan 
perkara. Dalam hal demikian, maka majelis wajib 
mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila pelaku usaha 
dan/atau konsumen tidak hadir dalam persidangan pertama, 
maka majelis memberikan kesempatan terakhir pada 
persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang 
diperlukan. Persidangan kedua diselenggrakan selambat-
lambatnya dalm waktu 5 hari kerja terhitung sejak persidangan 
pertama dan diberitahukankepada konsumen dan pelaku usaha, 
dengan surat panggilan oleh sekretariat BPSK. Bilamana pada 
persidangan kedua konsumen tidak hadir maka gugatannya 
dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya, jika pelaku usaha 
yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh 
majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (Susanti Adi Nugrroho, 
2008: 117). 
Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah oleh BPSK, beban pembuktian 
ada pada pengembang PT Putra Pratama, namun pihak 
konsumen juga harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung 
gugatannya. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua 
belah pihak dan hasil pembuktian, maka majelis BPSK 
memberikan putusan. 
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Litigasi 
Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa ”Setiap konsumen 
yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 




melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” 
Ketentuan ayat berikutnya menyatakan bahwa ”Penyelesaian sengketa 
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan 
berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Kemudian 
Pasal 48 UUPK dengan jelas menyatakan bahwa ”Penyelesaian 
sengketa konsumen melalui pengadilan mangacu pada ketentuan 
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam 
pasal 45.” 
Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang 
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 
ayat 1,2 UUPK). Ketentuan ini merupakan upaya untuk meberikan 
perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat ditegaskan 
apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, berhak untuk 
menuntut tanggung jawab secara perdata kepada pelaku usaha 
(Harjono dalam Yustisia Edisi Nomor 68, 2006: 6). 
Konsumen perumahan Griya Kurnia Indah yang merasa 
dirugikan atas informasi dari pengembang PT Putra Pratama dapat 
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau 
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan 
memperhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen 




yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan negeri dilakukan seperti dalam mengajukan gugatan 
sengketa perdata biasa dengan mengajukan gugatan ganti kerugian, 
baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar 
janji/wanprestasi atau pun kelalaian dari pengembang PT Putra 
Pratama yang menimbulkan kerugian bagi konsumen perumahan 
Griya Kurnia Indah. 
Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri di 
tempat kedudukan konsumen. Dengan berlakunya UUPK, maka 
konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tidak 
mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan 
pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 118 HIR, tetapi diajukan kepada pengadilan negeri di tempat 
kedudukan konsumen sebagai penggugat. Dengan berlakunya UUPK, 
ketentuan Pasal 23 jo Pasal 45 UUPK ini merupakan lex specialis 
terhadap HIR/RBg. Sesuai dengan adagium ”lex specialis derogat lex 
generalis”, yang berarti ketentuan khusus menyimpangkan ketentuan 
umum, maka ketentuan Pasal 23 jo Pasal 45 UUPK adalah ketentuan 
acara yang harus diterapkan dalam rangka pengajuan gugatan oleh 
konsumen kepada pelaku usaha. Terhadap putusan pengadilan negeri 
tersebut, dapat diajukan banding dan kemudian kasasi, sebagaimana 
perkara perdata biasa (Susanti Adi Nugrroho, 2008: 127). 
Untuk konsumen perumahan Griya Kurnia Indah dapat 
menggugat pengembang PT Putra Pratama ke Pengadilan Negeri 
Sukoharjo. Adapun dasar gugatan yang dapat diajukan adalah 
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Berdasarkan Pasal 
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang 




melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, 
mengganti kerugian tersebut. Dinamakan perbuatan melawan hukum 
apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. 
Empat unsur yang harus dipenuhi dalam konstruksi hukum perbuatan 
melawan hukum, yaitu: 
a. adanya perbuatan melanggar hukum. 
b. menimbulkan kerugian. 
c. adanya unsur kesalahan. 
d. ada hubungan kausalitas antara perbuatan hukum dan kerugian 
yang timbul. 
Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena 
perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan 
perbuatan itu harus ada hubungan langsung dan kerugian itu 
disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada 
pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan 
hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak 
berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdata ditentukan pula bahwa setiap 
orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang 
ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau 
karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 
Tindakan pengembang PT Putra Pratama terhadap konsumen 
perumahan Griya Kurnia Indah dapat digolongkan perbuatan melawan 
hukum, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 huruf b dan d jo Pasal 9 




menyesatkan atas kualitas bangunan rumah perumahan Griya 
Kurnia Indah. 
b. adanya kesalahan yang dilakukan pengembang PT Putra Pratama 
dalam brosur iklan yang tidak memberikan informasi kualitas 
bangunan secara jelas dan jujur.  
c. adanya kerugian yang diderita oleh konsumen perumahan Griya 
Kurnia Indah atas informasi yang menyesatkan mengenai kualitas 








Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Dalam memberikan informasi penawaran perumahan Griya Kurnia Indah, 
Pengembang PT Putra Pratama mempergunakan sarana brosur. Brosur 
penawaran tersebut berisi mengenai perspektif bangunan, denah rumah, dan 
spesifikasi bangunan rumah. Namun informasi dalam brosur tersebut jika tidak 
dicermati secara mendalam  tidak benar dan tidak jujur dan/atau menyesatkan 
konsumen perumahan Griya Kurnia Indah, karena informasi dalam brosur tidak 
sesuai dengan standar kualitas bangunan layak huni menurut Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung. Dengan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak 
jujur kepada konsumen perumahan Griya Kurnia Indah, maka pengembang PT 
Putra Pratama dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 
perumahan Griya Kurnia Indah telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Pasal 7 huruf b dan d jo 
Pasal 9 jo Pasal 10 huruf c UUPK. 
2. Atas tindakan yang telah dilakukan oleh pengembang PT Putra Pratama 
terhadap konsumen perumahan Griya Kurnia Indah tentu saja dapat merugikan 
pihak konsumen. Sebagai pihak yang dirugikan, konsumen perumahan Griya 
Kurnia Indah dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan 
haknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan Griya 






a Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 
1). Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang 
bersengketa.   
2). Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen/BPSK. Dikarenakan di wilayah Sukoharjo belum 
dibentuk BPSK, maka konsumen perumahan Griya Kurnia 
Indah tidak menyelesaikan sengketa melalui BPSK. 
b Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Litigasi 
Konsumen Griya Kurnia Indah dapat mengajukan 
gugatan perdata ke pengadilan negeri di tempat kedudukan 
konsumen, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun dasar 
gugatan yang dapat diajukan adalah perbuatan melawan hukum. 
Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, dapat diajukan 
banding dan kemudian kasasi, sebagaimana perkara perdata biasa. 
 
B. Saran 
1. Bagi pengembang PT Putra Pratama dalam memberikan informasi 
penawaran perumahannya baik dalam bentuk brosur maupun media lainnya, 
seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya, tidak mengelabui, dan 
menyesatkan konsumennya, agar konsumen tidak dirugikan hak-haknya.  
2. Bercermin dari banyaknya keluhan dan kasus yang terjadi di masyarakat, 
bagi konsumen perumahan hendaknya berhati-hati dalam membaca dan 
mendengarkan informasi dari pengembang. Informasi penawaran 
perumahan yang diperoleh, terutama dari brosur iklan, harus dipahami 
dengan sungguh-sungguh agar konsumen tidak tersesat dan menyesal di 
kemudian hari, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. 
3. Dengan banyaknya keluhan konsumen perumahan, dan agar kepentingan 




memadai, kiranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk 
wilayah Sukoharjo segera dibentuk.  
 
